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Abstrak
 

Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri,

perdagangan dan investasi. Produk-produk yang berkualitas dan handal dapat dihasilkan jika sistem HKI-

nya sudah baik.

 

Direktorat Jenderal HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis

di bidang hak kekayaan intelektual. Desain Industri (industrial design) merupakan salah satu dari hak

kekayaan intelektual yang pelaksanaannya mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

 

Undang-undang tentang Desain industri dalam pelaksanaannya masalah yang dihadapi adalah adanya

anggapan di kalangan masyarakat khususnya pemohon yang mengajukan permohonan desain industri bahwa

banyak pendaftaran desain industri yang baru, padahal desain industri yang mendapat perlindungan adalah

desain industri yang baru.

 

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang tersebut di atas untuk menjelaskan implementasi kebijakan

pemberian hak desain industri tersebut ditinjau dari indikator prosedur, SDM pelaksana dan lingkungan.

Kriteria evaluasi dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan populasi adalah sampel terdiri dari Konsultan HKI yang

terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Data penelitian adalah data ordinal dengan menggunakan skala Likert

(gradasi penilaian 1 sampai dengan 5). Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data dengan

menggunakan SPSS 11.0.

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif diperoleh hasil sebagai berikut: Korelasi variabel Sistem

pemberian hak desain industri dengan variabel Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri dengan

tingkat hubungan kuat. Korelasi indikator Prosedur dengan Pelaksanaan dari pemberian hak desain industri

dengan tingkat hubungan rendah, indikator SDM pelaksana dengan Pelaksanaan dari hak desain industri

dengan tingkat hubungan kuat, dan indikator Lingkungan dengan Pelaksanaan dari pemberian hak desain

industri dengan tingkat hubungan sedang.

 

Variabel Sistem pemberian hak desain industri mampu menjelaskan Pelaksanaan dari pemberian hak desain

industri sebesar 40,6%. Di antara ketiga indikator di atas, ternyata kontribusi indikator Prosedur paling kecil.

Hal ini menjelaskan bahwa ada kelemahan dalam Prosedur. Sistem pemberian hak desain industri melalui

pemeriksaan substantif dan yang tidak melalui pemeriksaan substantif adalah meragukan dan bukan

merupakan aturan yang jelas.
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Berdasar perhitungan signifikan pengaruh dapat diketahui bahwa SDM pelaksana berpengaruh signifikan

terhadap keadilan kelompok usaha dan berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hukum dengan

pengaruh cukup berarti. Prosedur tidak memberi pengaruh terhadap Pelaksanaan dari pemberian hak desain

industri, dengan adanya dua cars prosedur pendaftaran yang melalui pemeriksaan substantif dan yang tidak

melalui pemeriksaan substantif. Semakin meningkatnya jumlah pendaftaran desain industri, sebaiknya

keputusan pemberian atau penolakan permohonan dilakukan melalui pemeriksaan substantif. Implementasi

kebijakan pemberian hak desain industri di masa yang akan dating perlu direvisi terhadap undang-undang

desain industri terutama pada pasal-pasal yang dianggap krusial.

<hr><i>The Evaluation Of The Policy Implementation On The Grant Of Industrial Design Rights By

Directorate General Of Intellectual Property RightsIntellectual property rights as a part of law system is

closely related to industry, trade and investment. Good quality products can be produced if the system of

intellectual property rights is well established.

 

Directorate General of Intellectual Property Rights has to define and perform policies and standardized

technique in the field of intellectual property rights. Industrial design is one of intellectual property rights

which has been valid since December 20th, 2000.

 

The implementation of laws of Industrial Design has to deal with the issue of public assumption, particularly

the applicants of industrial design, that many registration of industrial design are not new, as a matter of fact,

industrial design can be protected if it is new.

 

Considering the above background, this research was conducted in order to find out the implementation of

the policy to grant industrial design rights in view of procedure indicator, human resources and the

environment The criteria of evaluation are effectiveness indicator, efficiency, sufficiency, fairness,

responsiveness and accuracy.

 

This research is a descriptive research with population of the sample consists of IPR Consultants registered

is Directorate General of IPR. The data is collected using questioners and data analysis using SPSS 11.0.

 

The results of descriptive quantitative analysis shows the strong correlation between variable the system of

industrial design rights grant and the variable of the implementation on the grant of industrial design rights.

Low correlation is shown between the procedure indicator and the implementation of the grant of industrial

design rights. Human resources indicator and the implementation of the grant of industrial design rights

have strong correlation, where as environment indicator and the grant of industrial design rights have

medium correlation.

 

The system on the grant of industrial design rights variable explains that the implementation on the grant of

industrial design rights is 40.6%. Among those indicators mentioned above the smallest contribution is

given by procedure Indicator. It explains that there is a weakness inside the procedure. The system of the

grant of industrial design rights through substantive examination and without substantive examination is

doubtful and indecisive regulation.



 

The calculation of influence significance shows that human resources has a significant influence over the

fairness of others enterprises as well as over the law protection where the influence is significant. The

procedure does not give influence to the implementation of industrial design rights grant in two ways, which

are through substantive examination and without substantive examination. The arising number of industrial

design registration should be followed by substantive examination before deciding the grant or the refusal of

the application.</i>


